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ABSTRAK 
 

Konsep fungsi sosial tanah dalam hukum adat dan pertanahan merupakan bagian dari 
alam pikiran asli orang Indonesia, yaitu yang mengusahakan terwujudnya keseimbangan, 
keserasian dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama 
(masyarakat). Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai penerapan fungsi sosial hak 
atas tanah menurut hukum pertanahan dan kepemilikan hak atas Hak Guna Bangunan 
dapat dikesampingkan dengan alasan fungsi sosial. Penelitian ini, menggunakan metode 
penelitian hukum normatif (kepustakaan) dengan mengumpulkan data sekunder, 
selanjutnya terhadap data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif untuk 
mendapatkan kesimpulan tentang penerapan fungsi sosial hak atas tanah menurut hukum 
pertanahan diatur dalam Pasal 6 UUPA yang mengutamakan kepentingan umum 
ketimbang kepentingan individu, walaupun demikian kepentingan umum harus ada 
keseimbangan dengan kepentingan individu, apabila kepentingan umum sangat 
membutuhkan kepentingan individu dapat dilepaskan dengan memberikan ganti rugi 
yang layak. Selain itu, hak milik atas tanah diberi kebebasan untuk menguasai dan 
memanfaatkannya pada sesuatu tanah yang dimilikinya, tetapi tanah yang dimiliki 
mempunyai fungsi sosial didalamnya. Kepemilikan hak atas Hak Guna Bangunan dapat 
dikesampingkan dengan alasan fungsi sosial dengan aturan PP No. 40/1996 dan PP No. 
18/2021, diketahui setiap pemegang hak guna bangunan karena keadaan geografis atau 
lingkungan atau sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau 
menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum atau jalan air, pemegang 
Hak Guna Bangunan wajib memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudian lain 
bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu. 
 
Kata Kunci:  Fungsi Sosial Tanah, Hak Guna Bangunan, Akses Jalan  
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Latar Belakang  

Konsepsi hak milik di 
Indonesia yang berkaitan dengan hak 

milik terhadap kebendaan (terutama 

benda tidak bergerak) tidaklah mutlak. 

Hak kebendaan benda tidak bergerak 
juga harus memperhatikan hak orang 

lain. Hak kebendaan adalah suatu hak 

yang memberikan kekuasaan langsung 
atas suatu benda yang dapat 

dipertahankan terhadap tiap orang. 

Ilmu hukum dan perundang-undangan 

telah lama membagi segala hak-hak 
manusia atas hak-hak kebendaan dan 

hak-hak perseorangan.  Suatu hak 

kebendaan memberikan kekuasaan atas 
suatu benda, sedangkan suatu hak 

perseorangan memberikan suatu 

tuntutan atau penagihan terhadap 

seseorang. “Hak kebendaan dapat 
dipertahankan terhadap tiap orang yang 

melanggar hak itu, sedangkan suatu 
hak perseorangan dapat dipertahankan 

terhadap sementara orang tertentu saja 
atau terhadap sesuatu pihak”.1 

Hak servitut ini, diawali dari 

adanya kebiasaan melewati bidang 
tanah orang lain untuk menuju jalan 

utama. Kebiasaan yang telah lama 

dilakukan tersebut kemudian 

melahirkan anggapan bahwa bagian 
dari bidang tanah milik orang lain yang 

biasa digunakan untuk melintas 

tersebut adalah jalan umum, padahal 
kenyataannya tidak jarang jalan 

tersebut masih terdaftar sebagai bagian 

dari hak kepemilikan/kepunyaan orang 

lain. 

 
1 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta, 
Intermasa, 2002), hlm. 62 

Akses jalan bagi bidang tanah 

pekarangan merupakan aspek utama 
yang memungkinkan pemilik bidang 

tanah pekarangan dapat 

melangsungkan aktivitasnya di atas 

bidang tanah tersebut. Ketidakjelasan 
mengenai status akses jalan dapat 

menyebabkan potensi sengketa di 

kemudian hari. Hal tersebut dapat 
berkembang menjadi sengketa pada 

saat kedua belah pihak sama-sama 

merasa harus mempertahankan 

kepentingannya. Dapat dikatakan 
bahwa akses jalan bagi bidang tanah 

pekarangan bukanlah suatu hal yang 

bisa dianggap sepele, karena 
penanganan sengketa yang timbul 

dapat menemui problematika 

tersendiri, seperti pengaturan mengenai 

pengabdian pekarangan yang belum 
terperinci, serta belum optimalnya 

penerapan kebijakan terkait akses jalan 
bidang tanah pekarangan pada 

pendaftaran tanah pertama kali. 
Permasalahan mengenai tanah 

semakin komplek karena urgensi tanah 

dalam kehidupan manusia yang 
semakin meningkat dan bahkan dapat 

dinyatakan bahwa tidak ada aktivitas 

manusia yang tidak berhubungan 

dengan tanah. Lahirnya Hukum 
Agraria Nasional pada tanggal 24 

September 1960 yaitu Undang-Undang 

No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang 

populer disebut Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) merupakan 

suatu terang bagi masyarakat yang 
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selama ini mengalami permasalahan 

yang terkait dengan tanah. Sesuai 
dengan landasan hukum Agraria 

Nasional yaitu yang tercantum pada 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 “Bumi, air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Ketentuan dalam Pasal 5 dan 

Pasal 6 Undang-Undang No.5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria, yang telah 

mengamanatkan bahwa semua hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial, 

termasuk hak milik yang merupakan 

hak terkuat dan terpenuh sekalipun. 

Dapat dikatakan bahwa pengabdian 
pekarangan merupakan salah satu 

ketentuan dalam Buku Kedua 
KUHPerdata yang jiwanya masih 

sejalan dengan ketentuan Pasal 6 
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria ini. 
Berdasarkan hal di atas, 

seseorang yang memiliki hak milik atas 

suatu tanah dapat secara bebas 

menggunakan maupun mengalihkan 
tanah tersebut tetapi apabila tanah 

tersebut menghalangi kepentingan 

masyarakat untuk menggunakan 
sebagai akses jalan maka hak milik 

tersebut dapat hapus karena 

kepentingan umum menghendaki. Oleh 

karenanya Badan Pertanahan Nasional 
sebagai badan yang memiliki 

wewenang terhadap pengukuran 

hingga terbitnya sertipikat wajib untuk 

menganalisa status tanah tersebut 
apakah dipergunakan sebagai jalan 

umum yang berfungsi sosial atau tidak. 

Tanah yang telah menjadi akses umum 

sejak lama fungsinya tidak dapat 
diubah tanpa izin orang-orang yang 

berkepentingan terhadap akses jalan 

tersebut. 
Dalam penelitian ini, fakta 

hukum terkait sengketa penerapan 

fungsi sosial tanah atas kepemilikan 

hak atas tanah berdasarkan Putusan 
Perkara Nomor 558 K/PDT/2017, yaitu 

diketahui pada tahun 1975 tanah kakek 

Para Penggugat tersebut seluas 2 hektar 
mendapatkan pembebasan tanah dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lombok Barat yang penggunaannya 

diperuntukkan untuk Pembangunan 
Kantor Bupati Lombok Barat dan 

untuk akses jalan kurang lebih 150 
meter sampai sekarang 

difungsikan/diperuntukkan sebagai 
jalan warga/Jalan umum. Pada tanggal 

28 Mei 2013 Tergugat melakukan 

tindakan dengan cara membuat 
tembok/dinding kurang lebih setinggi 

lutut orang dewasa, dimana 

sebelumnya Tergugat beralasan bahwa 

akan melakukan pembangunan saluran 
air untuk kepentingan Epicentrum 

Mall, dimana sebelumnya Para 

Penggugat tidak mengetahui karena 
memang belum pernah ada 

konfirmasi/pemberitahuan 

sebelumnya. 

Terhadap hal ini, telah 
dilakukan upaya penyelesaian secara 

damai (Mediasi) antara Para Penggugat 
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dan warga dengan Tergugat mengalami 

kegagalan dimana daripihak Tergugat 
tetap dengan keinginannya untuk 

melakukan penutupan terhadap jalan 

yang jauh sebelumnya sudah ada dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan 
umum khususnya digunakan oleh Para 

Penggugat dan warga yang lain. Akibat 

dari perbuatan Tergugat tersebut Para 
Penggugat/warga mengalami kerugian 

dan sangat mempersulit warga/Para 

Penggugat dalam melakukan kegiatan 

sehari-hari. 
Adapun hasi il pe ineili itiian 

se imeintara (hi ipoteisa) dalam peirkara 

Nomor 558 K/Pdt/2017 yang me inolak 

gugatan masyarakat se iki itar yang ti idak 

meimpunyaii akseis jalan kareina teirtutup 

oleih teitangganya ti idak me ingiindahkan 

ke ite intuan-ke iteintuan yang te irdapat di i 

dalam peiraturan pe irundang-undangan 

bahwa se itiiap hak atas tanah 

meimpunyaii fungsi i sosiial dan tanah 

teirseibut harus dapat di igunakan dan 

di imanfaatkan oleih orang lai in 

khususnya bagi i pe imiiliik hak atas tanah 

yang ti idak meimpunyaii akseis jalan 

kareina teirtutup ole ih pe ikarangan 

teitangganya se ipanjang hal i itu tiidak 

be irte intangan deingan pe iraturan 

pe irundang-undangan yang be irlaku. 

Be irdasarkan uraiian latar 

be ilakang dii atas, rumusan masalah 

yang di ibahas mengenai pe ineirapan 

fungsi i sosiial hak atas tanah meinurut 

hukum peirtanahan dan ke ipeimi iliikan 

hak atas Hak Guna Bangunan (HGB) 

dapat diikeisampiingkan de ingan alasan 

fungsi i sosi ial. 

 

Metode Penelitian 

Dalam peineiliitiian iinii, meinggunakan 

meitodei normati if bi iasa diise ibut seibagai i 

peineiliiti ian hukum doktri ineir atau 

peineiliiti ian ke ipustakaan. Di inamakan 

peineiliiti ian hukum doktri ineir 

diikare inakan peineiliiti ian i inii hanya 

diitujukan pada pe iraturan-peiraturan 

teirtuli is seihi ingga pe ineili itiian i ini i sangat 

eirat hubungannya pada pe irpustakaan 

kareina akan meimbutuhkan data-data 

yang beirsiifat seikunde ir pada 

peirpustakaan. 

Hasil Penelitian dan Analisis 

Pembahasan  

1. Penerapan Fungsi Sosial Hak 

Atas Tanah Menurut Hukum 
Pertanahan  

Salah satu sumbeir daya alam 

yang sangat peintiing dalam 

meinjami in keiseijahte iraan dalam 

neigara hukum Iindoneisiia dii e ira 

globali isasi i se ikarang i ini i adalah 

tanah. Keibeiradaan tanah me injadii 

sumbeir daya alam yang peintiing 

bagi i ne igara Iindone isi ia, yang di iatur 

dalam Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 te intang Peiraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agrari ia 

(UUPA), pada Pasal 1 ayat (1) 

meinyatakan bahwa, “se imua tanah 

dalam wi ilayah Neigara Iindone isi ia 
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adalah tanah be irsama dari i seiluruh 

rakyat Iindoneisi ia”. 

Fungsi i tanah bagi i keihiidupan 

manusiia adalah seibagai i te impat 

di imana manusi ia ti inggal, 

meilaksanakan akti iviitas seihari i-hari i, 

meinanam tumbuh-tumbuhan, 

hi ingga meinjadii te impat 

pe iriisti irahatan teirakhi ir bagi i 

manusiia. Se ipeirti i peindapat Be inhard 

Liimbong dalam bukunya yang 

be irjudul Konfli ik Pe irtanahan 

“Tanah bagi i keihiidupan manusiia 

meimi iliikii arti i yang sangat pe intiing, 

kareina seibagi ian be isar dari i 

ke ihiidupannya te irgantung pada 

tanah. Tanah adalah Karuni ia dari i 

Tuhan Yang Maha E isa keipada 

umat manusi ia dii muka bumi i. Seijak 

lahiir sampaii meiniinggal duniia, 

manusiia meimbutuhkan tanah untuk 

teimpat ti inggal dan sumbe ir 

ke ihiidupan. Dalam hal i ini i, tanah 

meimpunyaii diime insi i eikonomi i, 

sosiial, kultural, poli iti ik, dan 

e ikologi is”.2 

Salah satu asas tanah yang 
di iatur dalam UUPA, seibagai i dasar 

meinji iwaii peilaksanaan dari i UUPA 

dan se igeinap peiraturan 

pe ilaksanaannya yai itu asas seimua 

hak atas tanah meimpunyaii fungsi i 

sosiial. Asas seimua hak atas tanah 

 
2 Benhard Limbong, Konflik Pertanahan, (Jakarta: 
Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 2. 

meimpunyaii fungsi i sosi ial 

diite imukan dalam Pasal 6 UUPA, 

yaiitu: “Seimua hak atas tanah 

meimpunyaii fungsi i sosi ial.” Hak 

atas tanah meimpunyaii fungsii sosiial 

tiidak hanya beirupa Hak Mi iliik, akan 

teitapii juga Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai i, dan 

Hak Seiwa Untuk Bangunan.3   

Se ise iorang tiidak di ibeinarkan 

meimpeirgunakan atau ti idak 

meimpeirgunakan hak mi iliiknya (atas 

tanah) seimata hanya untuk 

keipeintiingan priibadiinya, apalagi i 

jiika hal iitu dapat meirugi ikan 

keipeintiingan masyarakat kare ina 

se isuaii deingan asas fungsi i sosiial i inii 

hak mi iliik dapat hapus ji ika 

keipeintiingan umum 

meinghe indaki inya. Asas fungsii 

sosiial atas tanah yaiitu asas yang 

meinyatakan bahwa pe inggunaan 

tanah ti idak boleih beirteintangan 

deingan hak orang laiin dan 

keipeintiingan umum, seirta 

keiagamaan.  

Se ihiingga tiidak di ipeirbole ihkan 

jiika tanah di igunakan se ibagai i 

keipeintiingan priibadii yang 

meini imbulkan ke irugiian bagi i 

masyarakat, fungsi i sosi ial hak atas 

tanah seibagaiimana di imaksud Pasal 

6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

3 Urip Santoso, Hukum Agraria-Kajian 
Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 53-
66. 
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1960 Te intang Pe iraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agrari ia meingandung 

be ibeirapa pri insi ip ke iutamaan antara 

lai in:4 

1) Meirupakan suatu peirnyataan 

peintiing me ingeinai i hak-hak atas 

tanah yang meirumuskan se icara 

si ingkat siifat keibeirsamaan atau 

keimasyarakatan hak-hak atas 

tanah meinurut pri insi ip Hukum 

Tanah Nasi ional. Dalam Konse ip 

Hukum Tanah Nasi ional 

me imiiliikii si ifat komunali isti ik 

reiliigiius, yang me ingatakan 

bahwa seiluruh bumii, aiir, dan 

ruang angkasa, teirmasuk 

keikayaan alam yang 

te irkandung di i dalamnya dalam 

wi ilayah Reipubliik Iindoneisi ia, 

seibagai i karuni ia Tuhan Yang 

Maha Eisa, adalah bumi i, aiir dan 

ruang angkasa, bangsa 

Iindoneisi ia dan meirupakan 

keikayaan nasi ional.  

2) Tanah yang di ihakii seiseiorang 

tiidak hanya me impunyai i fungsi i 

bagii yang meimpunyaii hak i itu 

saja teitapii juga bagi i bangsa 

Iindoneisi ia seiluruhnya. Se ibagai i 

konse ikueinsi inya, dalam 

meimpe irgunakan tanah yang 

be irsangkutan ti idak hanya 

ke ipeintiingan i indiiviidu saja yang 

di ijadi ikan peidoman, teitapii juga 

 
4 Ibid., hlm. 66. 

harus di iiingat dan di ipe irhati ikan 

keipeintiingan masyarakat. Harus 

diiusahakan adanya 

keiseiiimbangan antara 

keipeintiingan priibadii dan 

keipeintiingan masyarakat.  

3) Fungsii sosiial hak-hak atas 

tanah meiwaji ibkan pada yang 

meimpunyaii hak untuk 

meimpeirgunakan tanah yang 

beirsangkutan se isuaii de ingan 

keiadaannya, artiinya keiadaan 

tanah, si ifatnya dan tujuan 

peimbe iriian haknya. Hal te irse ibut 

diimaksudkan agar tanah harus 

dapat di ipe iliihara de ingan baiik 

dan diijaga kualiitas keisuburan 

se irta kondi isi i tanah seihi ingga 

keimanfaatan tanahnya 

diiniikmatii tiidak hanya ole ih 

peimi iliik hak atas tanah saja 

teitapii juga masyarakat lai inya.  

Oleih kareina i itu keiwaji iban 

meimeili ihara tanah i itu ti idak saja 

diibeibankan ke ipada peimiiliiknya 

atau peime igang haknya yang 

beirsangkutan, meilaiinkan juga 

meinjadii be iban bagi i seiti iap orang, 

badan hukum atau i instansii yang 

meimpunyaii suatu hubungan hukum 

deingan tanah. Undang-Undang 

Nomeir 5 Tahun 1960 Te intang 

Pe iraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agrariia meinjami in hak mi iliik 
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pri ibadi i atas tanah teirseibut te itapi i 

pe inggunaannya yang be irsiifat untuk 

ke ipeintiingan pri ibadi i maupun 

ke ilompok ti idak boleih beirte intangan 

de ingan keipeintiingan masyarakat. 

Se ihi ingga tiimbul keiseiiimbangan, 

ke imakmuran, keiadi ilan, 

ke iseijahteiraan bagi i masyarakat 

maupun pri ibadii yang meimi iliiki i 

tanah. Jadii peimiili ik tanah tiidak akan 

ke ihiilangan haknya dalam meimi iliiki i 

tanah akan te itapii dalam 

pe ilaksanaan untuk keipe intiingan 

umum maka haknya akan 

be irpiindah untuk keipe intiingan 

umum. 
Asti im Riiyanto me ineigaskan, 

bahwa agar hukum me iwujudkan 

ke ite irti iban hukum, keipasti ian, dan 

pe irli indungan hukum, maka asas-

asas-asas hukum/asas- asas 
pe iraturan pe irundang-undangan dan 

norma-norma (kai idah-kai idah) 

hukum yang me injadi i pe imasti i 

hukum harus me ingandung 

ke ipasti ian.5 Teirkai it deingan 

ke ibeiradaan asas fungsi i sosiial hak 

atas tanah pada neigara hukum 

se ibagai i salah satu asas hukum 

agrari ia, meimi iliiki i pe iran yang sangat 

pe intiing dalam meiwujudkan tujuan 

ne igara dalam konseip weilfarei state i 

se ipeirti i Iindoneisi ia. Teirkandung 

 
5 Astim Riyanto, Kapita Selekta Hukum Konstitusi, 
(Bandung: YAPEMDO, 2009), hlm. 13. 

makna dalam asas fungsi i sosi ial hak 

atas tanah, adanya peimeinuhan hak 

atas tanah untuk seibe isar-beisar 

keimakmuran rakyat seibagaiimana 

keite intuan dalam konsti itusi i UUD 

NRIi Tahun 1945. 

Fungsii sosiial hak atas tanah 

se indiirii te ilah me ingalamii banyak 

peirubahan, seibagai imana hasi il 

kaji ian Yusriiadii, yang meineimukan 

se ijumlah fakta bahwa te ilah teirjadi i 

peirubahan fungsi i sosi ial hak miiliik 

atas tanah dii kalangan masyarakat 

se ikiitar i industri i.6 Peirubahan 

teirseibut dapat di iliihat dari i 

beirgeiseirnya fungsi i sosi ial hak atas 

tanah meinuju pada konseip 

iindiiviidual, meingiikutii iirama 

iindustri iali isasi i. Iindustriialiisasi i 

se ibagai i aki ibat dari i mode irniisasi i 

se ilalu iide intiik deingan peingadaan 

tanah. Keibutuhan akan tanah yang 

teirus me iniingkat i inii diii ikutii de ingan 

naiiknya ni ilai i tanah, yang keimudi ian 

oleih peimi iliiknya, bi idang tanah 

meinjadii le ibiih diimaknai i seibagai i 

komodi itas eikonomi i dan sarana 

untuk me impe iroleih keiuntungan 

priibadi i. Pe irubahan cara pandang 

iiniilah yang keimudiian dapat 

meinye ibabkan peirbeidaan 

keipeintiingan teirhadap suatu bi idang 

6 Yusriadi, Industrialisasi dan Perubahan Fungsi 
Sosial Hak Milik Atas Tanah, (Yogyakarta: Genta 
Publishing, 2010), hlm. 228-229. 
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tanah, seihi ingga seiri ingkali i beirakhi ir 

pada peirseili isi ihan.7 

Dalam pe irke imbangannya tanah 

se ibagai i sumbeir daya agrari ia beilum 

teirjami in dan te irpeiliihara 

ke imanfaatannya untuk me imeinuhi i 

ke imakmuran rakyat. Ke ibe iradaan 

tanah beilum mampu me imeinuhi i 

ke imanfaatan be irsama dalam 

konse ip fungsi i sosi ial hak atas tanah. 

Fakta hukum seingke ita pe ineirapan 

fungsi i sosi ial tanah di i masyarakat, 

be irdasarkan duduk pe irkara pada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 

558 K/Pdt/2017, se ibagai i beiri ikut:  

Di ike itahuii bahwa pada tahun 

1975 tanah kakeik para peinggugat 

teirseibut seiluas 2 heiktar 

meindapatkan pe imbe ibasan tanah 

darii Pe imeiri intah Daeirah Kabupate in 

Lombok Barat yang 

pe inggunaannya di i peiruntukkan 

untuk Peimbangunan Kantor Bupati i 

Lombok Barat pada saat iitu, 

de ingan riinci ian  yai itu Rp.70.000,- 

(tujuh puluh ri ibu rupi iah) untuk 

Pe imbangunan Kantor Bupati i dan 

Rp.50.000,- (Li ima puluh ri ibu 

rupiiah) untuk akse is jalan kurang 

leibiih 150 meiteir yang pada saat i itu 

Pe imeiri intah Lombok Barat di i 

pi impiin oleih L.Ratmaji i yang 

Notabeine inya jalan teirseibut dari i 

 
7 Siti Arifatun Sholihah, “Penyelesaian Sengketa 
Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan (Studi di 

tahu 1975 sampai i seikarang 

diifungsi ikan/di ipeiruntukkan seibagai i 

jalan warga/Jalan umum. 

Se ilanjutnya, pada tahun 1990 

Pe imeiri intah Kabupate in Lombok 

Barat dii bawah Keipeimiimpiinan 

H.L.Muji itahiid se ibagai i Bupatii, 

meimbeibasan keimbali i tanah kakeik 

para Pe inggugat guna meimpe irluas 

Kantor Pe imeiriintah Daeirah 

Kabupate in Lombok Barat dan 

se ikali igus deingan peirluasan jalan 

deingan ke ise ipakatan antara kakeik 

para Peinggugat deingan Peimeiriintah 

Daeirah Kabupatein Lombok Barat, 

bahwa jalan yang di ibe ibaskan 

teirseibut akan diigunakan seibagai i 

Jalan Umum akse is jalan warga 

teirmasuk para Pe inggugat sampai i 

saat iinii. 

Tiiba-ti iba pada tanggal 28 Me iii 

2013 Teirgugat me ilakukan tiindakan 

deingan cara me imbuat 

teimbok/diindiing, di imana 

se ibeilumnya Te irgugat beiralasan 

bahwa akan meilakukan 

peimbangunan saluran ai ir untuk 

keipeintiingan Eipi iceintrum Mall, 

teirnyata keigi iatan yang di ilakukan 

Teirgugat deingan meimbangun 

diindiing teimbok kurang le ibiih 

se itiinggi i lutut orang de iwasa adalah 

deingan maksud untuk me inutupii 

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman), Jurnal 
Tunas Agraria Vol. 1 No. 1, September 2018 
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akseis jalan/obyeik seingkeita, yang 

se ibeilumnya para pe inggugat ti idak 

meinge itahui i kare ina me imang beilum 

pe irnah ada 

konfi irmasi i/peimbeiriitahuan 

se ibeilumnya. 

Dampak darii diibangunnya 

teimbok/diindiing teirse ibut beirakiibat 

pi intu pagar mi ili ik para Peinggugat 

tiidak dapat diibuka dan ti idak akseis 

ke iluar masuk kare ina jalan teirseibut 

meirupakan satu-satunya akseis 

ke iluar masuk para Pe inggugat 

se ihari i-harii, namun upaya te irse ibut 

tiidak meimbuahkan hasi il walaupun 

ada beibeirapa pi ihak teirkai it teilah 

di iliibatkan. Darii be ibeirapa kali i 

pe irte imuan dalam usaha 

pe inyeileisaiian seicara damai i 

(meidi iasii) antara para Pe inggugat 

dan warga de ingan Teirgugat 

meingalamii keigagalan diimana dari i 

pi ihak Teirgugat teitap deingan 

ke iiingi inannya untuk me ilakukan 

pe inutupan te irhadap jalan yang jauh 

se ibeilumnya sudah ada dan 

di imanfaatkan untuk keipe intiingan 

umum khususnya diigunakan ole ih 

para Pe inggugat dan warga yang 

lai in.  

Ole ih kare ina hal teirseibut, 

tiindakan piihak Eipi iceintrum Mall 

sangat me irugi ikan para Peinggugat 

(warga) de ingan teilah di ilakukannya 

pe ineimbokan/pe imagaran akseis 

deingan meinutup jalan yang se ilama 

iinii me irupakan jalan satu-satunya 

akseis jalan yang di igunakan untuk 

beirakti ifiitas para peinggugat 

(warga), seimeintara 

peirmasalahannya masi ih dalam 

prose is meidiiasi i dan beilum 

meimbuahkan hasi il.  

Aki ibatnya Para Peinggugat 

(masyarakat) me ingajukan gugatan 

peirbuatan meilawan hukum yang 

diilakukan ole ih pi ihak Eipi iceintrum 

Mall yang meilakukan 

peineimbokan/pe imagaran akseis 

deingan meinutup jalan yang se ilama 

iinii me irupakan jalan satu-satunya 

akseis jalan yang di igunakan untuk 

beirakti ifiitas para peinggugat (warga) 

kei Peingadiilan. Peirkara antara Para 

Pe inggugat deingan piihak 

Eipiiceintrum Mall te irse ibut sampai i 

pada tahap kasasi i dii Mahkamah 

Agung. Adapun urai ian 

peirti imbangan dan putusan Maje iliis 

Haki im Peingadiilan Neigeiri i sampai i 

deingan Mahkamah Agung le ibiih 

meimpeirti imbangkan alasan hukum 

piihak E ipiiceintrum Mall yang 

meinyatakan bahwa ti idak beinar ada 

keiseipakatan antara Kakeik Para 

Pe inggugat deingan Peimeiriintah 

Daeirah Ti ingkat IiIi Lombok Barat 

meinyangkut Akse is Jalan Masuk 

bagi i Karyawan/Karyawati i 

Pe imeiri intah Daeirah Ti ingkat IiI i 
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Lombok Barat, se ibagai imana 

di idali ilkan oleih Para Peinggugat 

pada poi in angka (4), Gugatan Para 

Pe inggugat ; Kareina beirdasarkan 

Surat Ke iteirangan darii Bupati i 

Lombok Barat te irtanggal 2 

Se ipteimbe ir 2014 

No.591/199/Bup/2014 “Bahwa 

status Jalan yang ada pada bagi ian 

se ibeilah ti imur Kompleik Eiks Kantor 

Bupati i Lombok Barat di i Jalan 

Sriiwi ijaya Mataram yang saat i ini i 

E iks Kantor Bupati i Lombok Barat 

teirseibut miili ik PT. Vari indo Lombok 

Iintii adalah Bukan Jalan Umum, 

meilaiinkan Jalan te irseibut adalah 

meinjadii satu keisatuan deingan 

tanah E iks Kantor Bupati i Lombok 

Barat Se irti ipiikat Hak Pakai i 

No.114/Mataram Barat te irtanggal 6 

Fe ibruarii 1997.  

De imiikiian pula deingan 

Pe imeiri intah Kota Mataram me ilalui i 

Di inas Peike irjaan Umum Kota 

Mataram, diidalam Surat Peinjeilasan 

Status Jalan di imaksud teirtanggal 

13 Agustus 2011, meinjeilaskan 

bahwa akse is Jalan Masuk meinuju 

E iks. Kantor Bupati i Lombok Barat 

yang beirada di i Jalan Sri iwi ijaya 

Mataram yang saat i inii me injadi i 

miiliik PT. Variindo Lombok Iinti i 

adalah meirupakan jalan komple ik 

pe irkantoran dan bukan Jalan 

Umum; Se ihiingga ti idak be inar tanah 

Obyeik Seingkeita di imaksud seijak 

tahun 1975 hi ingga saat i inii adalah 

Jalan Umum.  

Tiindakan preiveintiif PT. 

Sri iwi ijaya Propi indo Utama 

(Teirgugat), untuk meilakukan 

peimagaran te imbok adalah 

meirupakan keiwaji iban darii Pi ihak 

PT. Sriiwiijaya Propi indo Utama 

(Teirgugat), se ilaku pi ihak 

Pe ingeimbang dalam rangka 

meimbeiriikan jami inan keiamanan 

dan keinyamanan be iriinveistasii bagi i 

Para Peilaku Usaha (produse in) dan 

Para Pe ingunjung/Pe imbeili i yang 

datang kei Lombok Eipi iceintrum 

Mall (Konsume in), dalam 

meilakukan akti ivi itas dan ke igiiatan 

usahanya. Ti indakan Preiveintiif PT. 

Sri iwi ijaya Propi indo Utama 

(Teirgugat), untuk meilakukan 

peimagaran te imbok adalah 

meirupakan keiwaji iban darii Pi ihak 

PT. Sriiwiijaya Propi indo Utama 

(Teirgugat), se ilaku pi ihak 

Pe ingeimbang dalam rangka 

meimbeiriikan jami inan keiamanan 

dan keinyamanan be iriinveistasii bagi i 

Para Peilaku Usaha (produse in) dan 

Para Pe ingunjung/Pe imbeili i yang 

datang kei Lombok Eipi iceintrum 

Mall (Konsume in), dalam 

meilakukan akti ivi itas dan ke igiiatan 

usahanya. 

Uraiian yang meirupakan alasan 

hukum piihak E ipiiceintrum Mall 



Subhan Nasruloh, Fungsi Sosial Atas Tanah Hak Guna Bangunan…  

 

Vol. XV No. 1. Maret 2024. PP. 21-40  
ISSN 1858-4451 

30 

 

meinjadii pe irti imbangan hukum ole ih 

Majeiliis Haki im ti ingkat Pe ingadiilan 

Ne igeirii sampai i deingan kasasi i di i 

Mahkamah Agung se ihiingga 

meinolak se imua gugatan, 

pe irmohonan bandi ing dan alasan 

kasasi i Mahkamah Agung dan 

meinyatakan obyeik seingkeita adalah 

bagiian se irta me irupakan satu 

ke isatuan deingan Tanah Se irti ipiikat 

Hak Guna Bangunan No. 
11/Puni ia/2014 tanggal 11 

Nove imbeir 2014, se iluas 27.384 M2 

atas nama ”PT. Sri iwi ijaya Propi indo 

Utama” (Teirgugat) yang te irleitak di i 

Ke ilurahan Puni ia, Ke icamatan 

Maataram, Kota Mataram, Provi insi i 

Nusa Teinggara Barat. 

Be irdasarkan uraiian duduk 

pe irkara dan Putusan Majeili is Hakiim 

teirseibut dii atas, bahwa pe irbuatan 

pe imagaran teimbok adalah 

meirupakan ke iwajiiban darii Pi ihak 

PT. Sriiwi ijaya Propi indo Utama 

(Teirgugat), se ilaku piihak 

Pe inge imbang dalam rangka 

meimbe iriikan jami inan keiamanan 

dan keinyamanan be iri inveistasi i bagi i 

Para Pe ilaku Usaha (produse in) dan 

Para Pe ingunjung/Pe imbeili i yang 

datang kei Lombok Eipiiceintrum 

Mall (Konsume in) meingaki ibatkan 

para Teirgugat ti idak meindapatkan 

akseis jalan seibagaiimana aturan dan 

konse ip fungsii sosi ial tanah.  

Se icara aturan yang di imaksud 

dalam hal i inii, beirdasarkan pada 

Pasal 6 UUPA yang me irupakan 

peinceirmi inan dari i keite intuan Pasal 

33 ayat (3) UUD NRIi Tahun 1945 

se ibagai i keite intuan yang 

meine igaskan peinti ingnya 

peirli indungan tanah bagi i se ibeisar-

beisar keimakmuran rakyat. Se ilaiin 

iitu juga di ilandasii Pasal 28 H ayat 

(4) UUD NRI i Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 te intang Hak Asasi i Manusi ia 

(HAM) pada Pasal 36 ayat (1) dan 

37 ayat (1), seirta Pasal 11 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2005 teintang Peinge isahan 

Iinteirnatiional Cove inant on 

Eiconomi ic, Sociial, and Cultural 

Riights (Koveinan Iinteirnasiional 

teintang Hak-hak Eikonomi i, Sociial 

dan Budaya). Asas fungsi i sosiial 

hak atas tanah me ingandung pri insi ip 

yang diiwujudkan dalam beirbagai i 

norma hukum untuk me imbeiri ikan 

peingakuan hak atas tanah, yang 

meinjami im ke imanfaatan tanah bai ik 

se ibagai i sociial asseit dan capi ital 

asse it be irdasarkan Pancasi ila. 

Se idangkan se icara konseip 

beirdasarkan hukum peirtanahan, 

fungsi i sosiial hak atas tanah 

diiwujudkan dalam be irbagaii norma 

hukum, walaupun se icara khusus 

tiidak ada namun di ijabarkan dalam 

beirbagai i aturan teintang 
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landreiform, konsoli idasi i tanah, 

reidiistri ibusi i tanah, peine irti iban 

tanah-tanah te irlantar, dan 

pe ingadaan tanah untuk 

ke ipeintiingan umum. Se icara struktur 

hukum asas fungsi i sosi ial hak atas 

tanah te ilah di ite irapkan meilalui i 

be irbagai i keibi ijakan peime iriintah 

dalam hal iinii BPN, untuk 

meilakukan peingeindali ian 

pe irtanahan yang me injami in 

ke iseiiimbangan antara keipe intiingan 

pe irorangan, ke ipe intiingan sosi ial, 

dan keipeintiingan umum atas tanah 

meilalui i. Pe ingeindali ian peirtanahan 

de ingan meimbe iriikan pe irliindungan 

hak-hak warga neigara atas tanah, 

meilalui i program reiforma agrariia, 

de ingan meilaksanakan asse it reiform 

dan akseis re iform khususnya bagi i 

rakyat ti idak mampu dan peitanii.  

De ingan deimi ikiian, pe ineirapan 

fungsi i sosiial hak atas tanah 

meinurut hukum pe irtanahan apabi ila 

di ikaiitkan deingan Putusan Peirkara 

Nomor 558 K/PDT/2017 ti idak 

dapat te irwujud de ingan alasan ti idak 

dapat meimbeiriikan manfaat bagi i 

masyarakat dan ti idak teircapai i 

pe ime irataan dalam pe imanfaatan 

tanah se ihiingga Neigara ti idak dapat 

meimbe iriikan pe irli indungan keipada 

 
8 Nugraha Salman Ishaya, Haryo Budhiawan, and 
Koes Widarbo, “Implementasi Hak Servituut Pada 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

warga neigara se ibagai imana pri insi ip 

hak asasii manusi ia.  

2. Kepemilikan Hak Atas Hak 

Guna Bangunan (HGB) Dapat 

Dikesampingkan Dengan Alasan 
Fungsi Sosial Tanah  

Konseip hak miiliik dii Iindone isi ia 

yang beirkaiitan deingan hak mi iliik 

teirhadap ke ibeindaan (te irutama 

beinda ti idak beirgeirak) ti idaklah 

mutlak. hak ke ibe indaan beinda ti idak 

beirgeirak juga harus 

meimpeirhati ikan hak orang lai in, 

salah satunya adalah hak 

peingabdi ian (seirviitut) yai itu 

keiwaji iban pe imiiliik tanah yang 

diigunakan bagi i dan deimii 

keimanfaatan peikarangan miiliik 

orang yang lai in yang leitaknya 

saliing be irdeikatan. peingaturan 

meinge inaii hak se irviitut di ijeilaskan 

dalam Pasal 674 sampaii Pasal 710 

buku keidua KUHPeirdata.8 

Hak pe ikarangan ti idak abadi i 

teirjadii apabi ila peinggunannya 

diipeirlukan ke iteirli ibatan manusi ia, 

contonya hak me iliintasi i 

peikarangan, hak meingambiil aiir, 

hak meinge imbala te irnak dan lai in 

lai in. Wi irandhana dalam 

peineiliiti iannya, bahwa se itiiap jeiniis 

hak atas tanah teiriikat keiwaji iban 

fungsi i sosi ial atau seipeirti i hak 

Lengkap Di Kabupaten Bekasi,” Marcapada: Jurnal 
Kebijakan Pertanahan 1, no. 1 (2021): 1–16. 
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se irviituut dalam KUHPe irdata dan 

hak mi iliik yang pada awalnya 

meirupakan hak yang ti idak dapat 

di iganggu gugat (droi it i inviiolablei i in 

sacre i), namun si ifat teirseibut ti idak 

be irlaku seipeinuhnya lagi i kareina 

be irkeinaan de ingan peimbatasan, 

miisalnya di ibatasi i oleih hukum 

teitangga, seidangkan be irakhi irnya 

suatu peingabdi ian peikarangan dapat 

teirjadi i apabi ila pe ikarangan 

meimbe irii dan meine iriima beiban 

meinjadii mi iliik suatu orang atau 

se ilama duapuluh tahun be irturut 

turut tiidak pe irnah di igunakan.  

De ingan be irlakunya Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 te intang 

Pe iraturan Dasar Pokok-pokok 

Agrariia (UUPA), di imana buku 

ke idua KUHPe irdata diinyatakan 

tiidak beirlaku ke icuali i pasal-pasal 

yang di inyatakan seibali iknya, bahwa 

be irdasarkan keiteintuan Pasal 2 ayat 

(2) huruf c UUPA, Neigara 

be irweinang me ingatur hubungan-

hubungan hukum antar orang-

orang dan peirbuatan-pe irbuatan 

hukum me ingeinaii bumii, ai ir, dan 

ruang angkasa. Se ilai in iitu Pasal 6 

UUPA meinyatakan seimua hak atas 

tanah me impunyai i fungsii sosi ial.  

Se ise iorang tiidak di ibeinarkan 

meimpe irgunakan atau tiidak 

 
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 
(Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 229 – 231. 

meimpeirgunakan”hak miili iknya 

(atas tanah) seimata hanya untuk 

keipeintiingan priibadiinya, apalagi i 

jiika hal iitu dapat meirugi ikan 

keipeintiingan masyarakat kare ina 

se isuaii deingan asas fungsi i sosiial i inii 

hak mi iliik dapat hapus ji ika 

keipeintiingan umum 

meinghe indaki inya. Hal te irse ibut 

diidasarkan pada pe imiiki iran bahwa 

hak mi iliik atas tanah te irseibut pe irlu 

diibatasii deingan fungsi i sosi ial dalam 

rangka meinceigah peinggunaan hak 

miiliik yang ti idak seisuai i de ingan 

fungsi i dan tujuannya.  

UUPA meinjami in hak mi iliik 

priibadi i atas tanah teirseibut te itapii 

peinggunaannya yang be irsiifat untuk 

keipeintiingan pri ibadii maupun 

keilompok ti idak boleih beirteintangan 

deingan keipeintiingan masyarakat, 

se ihiingga ti imbul keiseiiimbangan, 

keimakmuran, keiadi ilan, 

keiseijahteiraan bagi i masyarakat 

maupun pri ibadi i yang meimiiliikii 

tanah. Jadii peimiili ik tanah ti idak akan 

keihiilangan hak nya dalam meimiili ikii 

tanah akan teitapii dalam 

peilaksanaan untuk ke ipeinti ingan 

umum maka hak nya akan 

beirpiindah untuk ke ipeinti ingan 

umum.9 
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Namun UUPA ti idak meingatur 

se icara te irpe iriinci i me ingeinai i 

bagai imana se iorang warga Neigara 

bi isa meindapatkan haknya atas jalan 

atau akse is. Untuk me imanfaatkan 

tanah miiliiknya apabi ila teirtutup 

tanah miiliik orang lai in. Dalam 

prakte iknya pi ihak-piihak yang ti idak 

dapat me imanfaatkan hak atas tanah 

miiliiknya me ingajukan gugatan ke i 

pe ingadi ilan, diimana Majeiliis Haki im 

meimutuskan pi ihak-pi ihak peimiili ik 

tanah yang me inutupi i jalan atau 

akseis pi ihak lai in seihiingga piihak 

yang jalannya atau akse isnya 

teirtutup tiidak bi isa me imanfaatkan 

haknya, maka peimi iliik tanah yang 

meilakukan peinutupan akseis 

teirseibut. 

Fakta hukum se ingkeita akseis 

jalan ke iluar masuk para Pe inggugat 

(masyarakat) di i atas tanah mi ili ik 

Pe inggugat be irdasarkan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 558 

K/Pdt/2017 yang meinyatakan 

meinolak gugatan para Peinggugat 

darii ti ingkat Peingadi ilan Neigeiri i 

sampai i pada ti ingkat Mahkamah 

Agung. Di imana peirti imbangan 

Majeiliis Haki im yang meinyatakan 

bahwa ti idak beinar ada keiseipakatan 

antara Kakeik Para Peinggugat 

de ingan Pe ime iriintah Daeirah Tiingkat 

IiIi Lombok Barat meinyangkut 

Akseis Jalan Masuk bagi i 

Karyawan/Karyawati i Peimeiriintah 

Daeirah Ti ingkat IiIi Lombok Barat, 

se ibagai imana di idali ilkan oleih Para 

Pe inggugat, Gugatan Para 

Pe inggugat. Kareina beirdasarkan 

Surat Ke iteirangan dari i Bupati i 

Lombok Barat te irtanggal 2 

Se ipteimbeir 2014 No. 

591/199/Bup/2014 “Bahwa status 

Jalan yang ada pada bagi ian seibeilah 

tiimur Kompleik E iks Kantor Bupati i 

Lombok Barat di i Jalan Sriiwiijaya 

Mataram yang saat i ini i Eiks Kantor 

Bupati i Lombok Barat te irse ibut 

miiliik PT. Variindo Lombok Iinti i 

adalah Bukan Jalan Umum, 
meilai inkan Jalan te irse ibut adalah 

meinjadii satu keisatuan de ingan 

tanah E iks Kantor Bupati i Lombok 

Barat Seirti ipiikat Hak Pakai i 

No.114/Mataram Barat te irtanggal 6 

Fe ibruari i 1997.  

De imiiki ian pula de ingan 

Pe imeiri intah Kota Mataram me ilalui i 

Di inas Peike irjaan Umum Kota 

Mataram, di idalam Surat Pe injeilasan 

Status Jalan di imaksud te irtanggal 

13 Agustus 2011, me injeilaskan 

bahwa akseis Jalan Masuk me inuju 

Eiks. Kantor Bupati i Lombok Barat 

yang beirada dii Jalan Sriiwiijaya 

Mataram yang saat i inii me injadii 

miiliik PT. Variindo Lombok Iinti i 

adalah meirupakan jalan komple ik 

peirkantoran dan bukan Jalan 

Umum; Se ihiingga ti idak beinar tanah 
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obye ik seingke ita diimaksud seijak 

tahun 1975 hi ingga saat i ini i adalah 

Jalan Umum, se ibagai imana 

di idali ilkan ole ih Para Pe inggugat, 

Surat Gugatan Para Peinggugat. 

Teirhadap Pe imagaran Teimbok 

teirseibut diimaksud, seilaiin kareina 

tanah di iseikiitar are ia peimagaran 

teirseibut diimaksud adalah tanah 

miiliik PT. Sriiwi ijaya Propi indo 

Utama (Te irgugat), Pe imagaran 

Teimbok diimaksud baru 

di ilaksanakan peimbangunannya 

oleih pi ihak PT. Sri iwi ijaya Propi indo 

Utama (Teirgugat), se iteilah Meidiiasi i 

yang diilakukan oleih keidua beilah 

pi ihak di inyatakan talah be irakhi ir, 

kareina pi ihak dari i Para Peinggugat 

tiidak meimpunyaii iiktiikad bai ik 

untuk beirmeidiiasi i seihiingga 

Pe imeiri intah Kota Mataram me ilalui i 

Ke ipala Ke ilurahan Puni ia pada 

tanggal 28 Me iii 2015, 

meinge iluarkan Surat 

Pe imbeiri itahuan keipada Para 

Pe inggugat teintang Re incana 

Pe imbangunan Pagar Te imbok 

di imaksud, yang akan di ilaksanakan 

oleih PT. Sriiwi ijaya Propiindo Utama 

(Teirgugat).  

Tiidak beinar tanah obye ik 

se ingkeita adalah me irupakan satu-

satunya akse is jalan masuk bagi i 

Para Pe inggugat, kareina tanah Para 

Pe inggugat meimbeintang luas 

sampai i keide ipan Jalan Sriiwiijaya, 

se ihiingga ti idak ada alasan bagii Para 

Pe inggugat untuk keibe iratan atas 

peimbangunan peimagaran te imbok 

diimaksud oleih Teirgugat, seilaiin 

kareina faktor ke iamanan, tanah 

obyeik se ingkeita di imaksud adalah 

keipunyaan PT. Sri iwi ijaya Propiindo 

Utama (Teirgugat), beirdasarkan 

Se irti ipi ikat Hak Guna Bangunan No. 

11/Puniia/2014 seiluas 27.384 m2. 

Me inurut peinuliis, Maje iliis 

Haki im ti idak me impeirti imbangkan 

keite irangan para saksi i yang 

meinyatakan bahwa dari i Tahun 

1975 sampai i seikarang di ikeitahui i 

bahwa objeik seingke ita teilah 

diibeibaskan haknya dan di igunakan 

se ibagai i jalan umum akse is jalan 

warga teirmasuk para Pe inggugat. 

Se ilai in i itu, Maje iliis Hakiim juga 

tiidak meimpeirti imbangkan se icara 

yuriidiis aturan teintang pe imbeiri ian 

akseis jalan seibagaiimana yang 

diimaksud teirse ibut di i atas, yaiitu:  

1) Aturan se icara umum  

Hukum posi itiif dii Iindone isi ia 

yang me ingatur teintang 

peirtanahan te irmuat dalam 

Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1960 te intang Peiraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agrari ia 

atau yang se ilanjutnya di ise ibut 

deingan UUPA se irta peiraturan 

peirundang- undangan lai innya 
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yang meinjadii pe iraturan 

pe ilaksana undang-undang 

teirseibut. Teirkaiit deingan hukum 

pe irtanahan atau hukum agrari ia 

tiidak akan leipas darii hak-hak 

yang di iatur dalam UUPA. Hak-

hak te irse ibut teirbagi i me injadi i 

dua jeini is yai itu, hak atas tanah 

pri ime ir dan hak atas tanah 

se ikundeir.” Hak atas tanah 

pri ime ir teirdi irii darii Hak Mi iliik, 

Hak Guna Bangunan, Hak 

Guna Usaha, Hak Pakai i. 

Se idangkan hak se ikundeir teirdiiri i 

darii Hak Gadai i, Hak Usaha 

Bagi i Hasiil, Hak Se iwa Tanah 

Pe irtani ian dan Hak 

Meinumpang. 

Ke idua je iniis hak teirseibut 

dan se igala hak yang te irdapat 

di idalam nya di iatur dalam 

UUPA agar me impunyai i fungsi i 

sosiial. Boeidii Harsono dalam 

buku Hukum Agrari ia Iindoneisi ia 

meimbe iriikan pe indapat 

meinge inaii fungsi i sosi ial tanah 

se ibagai i be iriikut : Hak atas tanah 

yang i indiiviidual dan beirsi ifat 

pri ibadi i meingandung dalam 

di iriinya unsur ke ikuasaan atau 

unsur ke imasyarakatan. Unsur 

i inii ada pada seiti iap hak atas 

tanah kare ina seimua hak atas 

 
10 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, 
(Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 229-231. 

tanah seicara langsung atau 

tiidak langsung be irsumbeir pada 

hak bangsa yang meirupakan 

hak be irsama. Adapun tanah 

yang di ihaki i se ise iorang bukan 

hanya meimpunyaii fungsi i bagi i 

yang eimpunya hak i itu saja, 

teitapii juga bagii bangsa 

Iindoneisi ia seiluruhnya. De ingan 

deimi ikiian, bahwa fungsi i sosi ial 

pada tanah adalah suatu 
peimbatasan atas hak atas tanah 

baiik priimeir atau seikundeir, 

bahwa tanah-tanah te irse ibut 

boleih diigunakan se ibeibas-

beibasnya se isuai i.10 

Hak yang di imiiliikii te itapi i 

tiidak boleih meirugi ikan 

keipeintiingan umum seikiitarnya. 

Pe imbatasan teirseibut seikiiranya 

dapat meinciiptakan 

keiseiiimbangan, ke imakmuran, 

keiadi ilan, ke ise ijahteiraan bagi i 

masyarakat maupun pe imiiliik 

tanah. Dalam UUPA, fungsi i 

sosiial tanah te irdapat dalam 

Pasal 7 UUPA, Pasal 10 UUPA, 

Pasal 14 UUPA, Pasal 15 
UUPA, Pasal 18 UUPA. Pada 

tataran prakti is, beintuk konkri it 

dari i fungsi i sosi ial tanah adalah 

tiindakan peime iriintah untuk 

meilakukan peincabutan hak atas 

tanah dan me inguasai i ke imbali i 
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tanah te irse ibut untuk di igunakan 

bagii keipeintiingan umum. 

Pe irpreis No. 71 Tahun 2012 

teintang Pe ingadaan Tanah untuk 

Ke ipeinti ingan Umum 

meinyatakan bahwa 

ke ipeintiingan umum adalah 

ke ipeintiingan bangsa, ne igara, 

dan masyarakat yang harus 

di iwujudkan ole ih peime iriintah 

dan di igunakan seibe isar-

be isarnya suatu keimakmuran 

rakyat. Be irdasarkan bunyi i 

Pasal te irseibut, keipe intiingan 

umum meimi iliikii makna yang 

cukup luas. Dari i peincabutan 

hak, peime iriintah akan 

meimbe iriikan ganti i keirugiian 

ke ipada peimiiliik tanah 

se ibeinarnya. Ganti i ke irugiian iitu 

harus seisuai i deingan keihi ilangan 

yang di ialami i oleih peimiili ik hak 

se ibeinarnya. Pada di inamiika 

yang teirjadii di i masyarakat, 

se ibeinarnya banyak se ikali i 

teirjadi i peincabutan hak yang 

di idasari i oleih alasan 

ke ipeintiingan umum. 

UUPA meinjami in hak mi ili ik 

pri ibadi i atas tanah teirseibut 

teitapii peinggunaannya yang 

 
11 Budi wati, S.(2016). “Penegakan Hukum 
Bbertetangga Demi Terjaminnya Keselarasan 
Lingkungan”. Posiding seminar nasional: 
penanggung jawab pelaku bisnis dalam pengelolaan 
lingkungan hidup. Hlm. 147-148 

beirsiifat untuk ke ipeintiingan 

priibadi i maupun keilompok ti idak 

boleih be irteintangan de ingan 

keipeintiingan masyarakat, 

se ihiingga ti imbul keiseiiimbangan, 

keimakmuran, keiadi ilan, 

keiseijahteiraan bagii masyarakat 

maupun pri ibadi i yang meimiili ikii 

tanah. Jadi i pe imiiliik tanah ti idak 

akan keihiilangan hak nya dalam 

meimiiliikii tanah akan teitapi i 

dalam peilaksanaan untuk 

keipeintiingan umum maka hak 

nya akan be irpiindah untuk 

keipeintiingan umum.11 

2) Aturan se icara khusus  

Aturan se icara khusus, 

se ibagai imana di iatur dalam 

Pe iraturan Peimeiriintah Nomor 

40 Tahun 1996 te intang Hak 

Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan Dan Hak Atas 

Tanah, me ingeinai i pe imbeiri ian 

akseis jalan berdasarkan Pasal 

13,12 Pasal 31,13 dan Pasal 51.14 

Teirhadap aturan Pe iraturan 

Pe imeiri intah Nomor 40 Tahun 

1996 te intang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan Dan Hak 

Atas Tanah te irse ibut teilah 

diiubah deingan Peiraturan 

12 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan Dan Hak Atas Tanah, PP No. 40 Tahun 
1996, Pasal 13. 
13 Ibid., Pasal 31. 
14 Ibid., Pasal 51. 
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Pe imeiri intah Nomor 18 Tahun 

2021 teintang Hak Pe ingeilolaan, 

Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, dan Pe indaftaran Tanah. 

Aturan me inge inaii peimbeiriian 

akseis jalan dalam pe iraturan 

pe ime iriintah i inii, meirupakan 

ke iwaji iban dan larangan bagi i 

pe ime igang hak atas tanah 

se ibagai imana di iatur dalam 

Pasal-pasal di ibawah i inii,  

a) Pasal 27 huruf e i yang 

meinyatakan bahwa, 

“peimeigang hak guna usaha 

be irkeiwajiiban untuk 

meimbe iriikan jalan keiluar 

atau jalan ai ir atau 

ke imudahan lai in bagi i 

pe ikarangan atau bi idang 

Tanah yang te irkurung”. 

Se idangkan untuk larangan 

bagii pe imeigang hak guna 

usaha di iatur dalam Pasal 28 

huruf b yang meinyatakan 

pe ime igang hak guna usaha 

di ilarang  me ingurung atau 

meinutup pe ikarangan atau 

bi idang Tanah lai in dari i lalu 

liintas umum, akseis publiik, 

dan/atau jalan aiir;15 

b) Pasal 42 huruf e i yang 

meinyatakan bahwa, 

 
15 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia  tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran 

“me ileipaskan Hak Atas 

Tanah bai ik seibagiian atau 

keiseiluruhan dalam hal 

diipeirgunakan bagi i 

peimbangunan untuk 

keipeintiingan umum, 

se idangkan larangan bagi i 

peime igang hak guna 

bangunan di iatur dalam 

Pasal 43 huruf a yang 

meinyatakan bahwa 

“me ingurung atau me inutup 

peikarangan atau bi idarrg 

Tanah lai in dari i lalu liintas 

umum, akseis publiik, 

dan/atau jalan aiir”.16 

c) Pasal 58 huruf a yang 

meinyatakan bahwa 

“me ingurung atau me inutup 

peikarangan atau bi idang 

Tanah lai in dari i lalu liintas 

umr-rm, akse is publiik, 

dan/atau.jalan aiir”.17 

Pe injeilasan Peiraturan 

Pe imeiri intah Nomor 40 Tahun 

1996 te intang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan Dan Hak 

Atas Tanah dan Pe iraturan 

Pe imeiri intah Nomor 18 Tahun 

2021 te intang Hak Pe ingeilolaan, 

Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 

Susun, dan Peindaftaran Tanah, 

Tanah, PP No. 18 Tahun 2021, Pasal  27 huruf e dan 
Pasal 28 huruf b. 
16 Ibid., Pasal  42 huruf e dan Pasal 43 huruf a. 
17 Ibid., Pasal 58 huruf a. 
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di ikeitahuii seiti iap peimeigang hak 

guna bangunan kare ina ke iadaan 

ge iografi is atau li ingkungan atau 

se ibab-seibab lai in le itaknya 

se ideimi ikiian rupa seihiingga 

meingurung atau me inutup 

pe ikarangan atau bi idang tanah 

lai in darii lalu li intas umum atau 

jalan aiir, peime igang Hak Guna 

Bangunan waji ib meimbeiriikan 

jalan keiluar atau jalan ai ir atau 

ke imudi ian lai in bagii pe ikarangan 

atau bi idang tanah yang 

teirkurung i itu. 

De ingan deimi ikiian, 

meirupakan ke iwajiiban piihak 

pe ime igang hak guna bangunan 

meimbe iriikan akse is jalan keiluar 

masuk ke ipada masyarakat yang 

meirupakan bagi ian dari i 

ke ipeintiingan umum 

se ibagai imana di iatur dalam 

Pe iraturan Pe imeiri intah. 

Teirhadap hal i inii, Sudi ikno 

Meirtokusumo beirpe indapat 

bahwa tujuan dari i hukum 

adalah untuk me inci iptakan 

ke ite irti iban dalam masyarakat 

dalam rangka me incapai i 

tujuannya dalam me imeinuhi i hak 

dan keiwaji iban antar peirorangan 

dalam masyarakat. Deingan 

de imiiki ian peirli indungan hukum 

dapat di iartiikan yaiitu se igala 

upaya peimeiriintah untuk 

meinjami in adanya keipasti ian 

hukum untuk me imbeiri ikan 

jami inan keipada warga 

neigaranya agar me indapatkan 

apa yang meinjadii hak- haknya 

se ibagai i seiorang warga neigara 

tiidak diilanggar dan apabi ila 

diilanggar akan me indapatkan 

sanksi i se isuaii peiraturan yang 

beirlaku. Peirli indungan hukum 

bagi i seitiiap warga neigara 

Iindoneisi ia teilah diiatur dalam 

UUD NRIi 1945. Dalam Neigara 

Ke isatuan Re ipubliik Iindone isi ia 

(NKRIi) konse ip peirli indungan 

hukum be irkai itan deingan 

peirli indungan hak asasi i 

manusiia. 

Kesimpulan  

Ke isi impulan dalam penelitian iinii, yaiitu:  

1. Pe ineirapan fungsii sosi ial hak atas 

tanah meinurut hukum pe irtanahan 

diiatur dalam Pasal 6 UUPA yang 

meingutamakan ke ipeinti ingan umum 

keiti imbang keipe intiingan i indiiviidu, 

walaupun de imiiki ian ke ipeinti ingan 

umum harus ada ke ise iiimbangan 

deingan keipe intiingan i indiiviidu, 

apabi ila keipe intiingan umum sangat 

meimbutuhkan ke ipeinti ingan 

iindiiviidu dapat diile ipaskan de ingan 

meimbeiriikan ganti i rugi i yang layak. 

Se ilai in iitu, hak mi iliik atas tanah 

diibeiri i ke ibeibasan untuk meinguasai i 

dan meimanfaatkannya pada 
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se isuatu tanah yang di imiiliikiinya, 

teitapii tanah yang di imi iliiki i 

meimpunyaii fungsi i sosi ial 

di idalamnya.  

2. Ke ipeimi iliikan hak atas HGB dapat 

di ikeisampiingkan deingan alasan 

fungsi i sosi ial deingan aturan 

Pe iraturan Pe imeiri intah Nomor 40 

Tahun 1996 teintang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan Dan 

Hak Atas Tanah dan Pe iraturan 

Pe imeiri intah Nomor 18 Tahun 2021 

teintang Hak Pe inge ilolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pe indaftaran Tanah, di ike itahui i 

se itiiap peimeigang hak guna 

bangunan kare ina keiadaan geiografiis 

atau liingkungan atau seibab-seibab 

lai in leiteiknya se ideimi ikiian rupa 

se ihiingga meingurung atau meinutup 

pe ikarangan atau bi idang tanah lai in 

darii lalu liintas umum atau jalan aiir, 

pe ime igang Hak Guna Bangunan 

wajiib me imbeiri ikan jalan keiluar atau 

jalan ai ir atau ke imudiian lai in bagi i 

pe ikarangan atau bi idang tanah yang 

teirkurung i itu. 

 
Saran  

Saran dalam penelitian i ini i, meinge inaii:  

1. Pe ine irapan fungsi i sosi ial tanah 

meime irlukan peiran aparatur ne igara 

dalam peilaksanaannya untuk 

meinghi indarii seingkeita diiantara 

masyarakat. 

2. Di iharapkan Majeili is Haki im le ibiih 

meimpeirti imbangkan fakta yuri idiis 

dalam meinyeileisaiikan seingkeita 

peimbe iriian akse is jalan agar 

meimbeiriikan ke ipasti ian hukum dan 

rasa adiil bagii pi ihak yang tiidak 

meindapatkan akse is jalan. 
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